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Abstrak

Perkembangan teknologi informasi khususnya dalam sektor keuangan telah membawa dampak besar bagi
kehidupan manusia. Salah satu inovasi utama dalam sektor ini adalah Financial Technology (Fintech), yang
menawarkan kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk pinjaman online dan layanan peer-to-peer
lending. Meskipun memberikan kemudahan, penggunaan pinjaman online juga menimbulkan berbagai
permasalahan hukum, terutama terkait dengan pinjaman yang diajukan secara ilegal melalui akun orang lain.
Banyak individu yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, yang digunakan tanpa izin untuk mengajukan
pinjaman online, yang kemudian berpotensi merugikan pihak yang tidak terlibat. Undang-undang Nomor 1 Tahun
2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHPerdata, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 27
Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan
transaksi elektronik, serta menetapkan pertanggungjawaban perdata dan pidana bagi pihak yang melakukan
perbuatan melawan hukum, seperti penggunaan akun orang lain tanpa izin untuk tujuan pinjaman.

Kata Kunci: Financial Technology (Fintech), Pinjaman Online, Penyalahgunaan Data Pribadi, UU ITE,
Perlindungan Data Pribadi, Pertanggungjawaban Hukum

Abstact
The development of information technology, particularly in the financial sector, has had a significant impact on
human life. One of the key innovations in this sector is Financial Technology (Fintech), which offers convenience
in various financial transactions, including online loans and peer-to-peer lending services. Although it provides
ease, the use of online loans also raises various legal issues, especially concerning loans taken illegally through
another person's account. Many individuals fall victim to the misuse of personal data, which is used without
consent to apply for online loans, potentially harming parties not involved. Law No. 1 of 2024 on Information and
Electronic Transactions, the Civil Code, the Criminal Code, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection
provide legal protection for personal data and electronic transactions, as well as establish civil and criminal
liability for those who engage in unlawful acts, such as using someone else’s account without permission for loan
purposes.
Keywords: Financial Technology (Fintech), Online Loans, Personal Data Misuse, Information and Electronic
Transactions Law, Personal Data Protection, Legal Liability

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan dampak besar bagi
kehidupan manusia, terutama dalam sektor keuangan. Fintech (Financial Technology) telah
menjadi inovasi penting, memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, seperti pinjaman
online dan peer-to-peer lending. Meskipun memberikan keuntungan, masalah seperti pinjaman
online ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan sengketa hukum sering muncul. Fintech terbagi
dalam beberapa jenis, antara lain Peer-to-Peer Lending, manajemen risiko investasi,
pembayaran digital, dan market aggregator. Pinjaman online yang sah diawasi oleh OJK,
namun masih banyak platform ilegal yang merugikan konsumen. Proses pinjam-meminjam
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melalui fintech memberikan kemudahan, tetapi juga memunculkan masalah seperti
wanprestasi, penagihan bermasalah, serta penyalahgunaan data pribadi yang menyebabkan
kerugian. Salah satu kasus yang menonjol adalah penyalahgunaan data KTP untuk mengajukan
pinjaman online secara ilegal yang menimbulkan kerugian besar.

Perlindungan data pribadi diatur oleh Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, yang
memberikan hak bagi setiap individu untuk melindungi data dan informasi pribadi mereka.
Namun, pelanggaran terhadap data pribadi dapat mengakibatkan kerugian materiil dan non-
materiil. Kasus penyalahgunaan data ini semakin meningkat, dengan beberapa korban yang
merasa tertekan dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya akibat intimidasi dari pihak
penagih hutang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik mengatur transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, memberikan dasar
hukum untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran yang dapat terjadi dalam transaksi
keuangan berbasis teknologi.

Permasalahan

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata atas kewajiban kredit pinjaman online
yang diajukan menggunakan akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor
1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata atas kewajiban kredit pinjaman
online yang diajukan menggunakan akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Manfaat Penelitian

Memberikan  kontribusi  baru  dalam ilmu  hukum, khususnya terkait
pertanggungjawaban perdata atas kewajiban pembayaran kredit pada pinjaman online legal
yang diajukan melalui akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memenuhi syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum.

Metode Penelitian
Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif,
sehingga metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

KAJIAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban Perdata

Teori pertanggungjawaban melanggar hukum dibagi menjadi tiga jenis yaitu sengaja,
kelalaian, dan mutlak. Tanggung jawab sengaja terjadi ketika pelaku melakukan tindakan yang
dimaksudkan untuk merugikan, sementara tanggung jawab Kkelalaian timbul akibat
kecerobohan, meskipun tanpa niat buruk. Tanggung jawab mutlak berlaku tanpa perlu
membuktikan kesalahan, terutama pada kegiatan berisiko tinggi. Penyelesaian sengketa dapat
dilakukan melalui alternatif seperti negosiasi, mediasi, atau konsiliasi untuk menghindari
prosedur pengadilan yang panjang. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban melibatkan
aspek objektif (perbuatan melanggar hukum) dan subjektif (kesalahan atau niat). Sedangkan
dalam perdata, tanggung jawab timbul karena perbuatan melawan hukum yang menyebabkan
kerugian, baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang. Prinsip pertanggungjawaban
dalam KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang melibatkan sengaja,
kelalaian, atau tanpa kesalahan, dengan kewajiban ganti rugi jika mengalami kerugian.
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Kredit

Kredit berasal dari kata "credere" yang berarti percaya, menggambarkan adanya
kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu
yang disepakati. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan
uang atau tagihan oleh bank kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan yang mengharuskan
peminjam untuk melunasi utangnya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. Terdapat
berbagai jenis kredit, seperti kredit dengan agunan dan tanpa agunan, serta dibedakan
berdasarkan jangka waktu (jangka pendek, menengah, dan panjang), tujuan (konsumtif, modal
kerja, dan investasi), cara penarikan (rekening koran, bertahap, dan sekaligus), serta bentuk
penyaluran (cash loan dan non-cash loan). Kredit juga memiliki beberapa unsur penting,
seperti waktu, kepercayaan, penyerahan dana, risiko, dan persetujuan perjanjian, yang harus
dipertimbangkan oleh pemberi kredit untuk memastikan keamanan transaksi. Syarat sahnya
perjanjian kredit mengacu pada empat aspek dalam Pasal 1320 KUHPerdata: kesepakatan
antara pihak-pihak terkait, kemampuan membuat perjanjian, objek yang jelas, dan alasan yang
sah. Tujuan pemberian kredit, selain untuk keuntungan bank melalui bunga dan biaya
administrasi, juga untuk membantu nasabah dalam memperoleh modal kerja serta mendukung
pembangunan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu. Untuk
memastikan kelancaran pembayaran, kredit biasanya dilengkapi dengan jaminan, yang bisa
berupa jaminan perorangan, perusahaan, atau kebendaan, baik barang bergerak maupun tidak
bergerak, yang dapat dieksekusi jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Pinjaman Online

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman tunai yang disediakan oleh penyedia jasa
keuangan melalui platform berbasis teknologi informasi, memungkinkan pengajuan,
persetujuan, dan pencairan dana dilakukan secara online atau via SMS/telepon. Sistem ini
menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam dengan perantara sebagai fasilitator.
Menurut POJK No0.10/POJK.05/2022, pinjaman online atau Peer to Peer Lending adalah
platform yang memfasilitasi perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik. Layanan ini
memberi alternatif pembiayaan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan
memperoleh dana dari lembaga keuangan tradisional. Pinjaman online terbagi menjadi dua
jenis, yakni pinjaman legal dan ilegal. Pinjaman legal berada di bawah pengawasan OJK dan
menawarkan promosi menarik meski terkadang syaratnya berbeda dengan iklan, sedangkan
pinjaman ilegal sering kali menetapkan bunga tinggi dan tenor singkat. Pengguna dapat
mengakses aplikasi pinjaman online melalui PlayStore atau App Store, dengan persyaratan
mudah seperti KTP, KK, dan NPWP. Pembayaran angsuran juga praktis, dapat dilakukan
melalui transfer bank atau gerai pembayaran seperti Indomaret dan Alfamart. Meskipun
memberikan kemudahan, pinjaman online juga memiliki risiko, antara lain bunga tinggi, biaya
layanan 3%-5%, jangka waktu pelunasan yang pendek, limit kredit rendah, dan risiko
kebocoran data pribadi yang dapat disalahgunakan.

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Atas Kewajiban Kredit Pinjaman Online Yang
Diajukan Menggunakan Akun Orang Lain Secara Ilegal Berdasarkan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah
penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima dana melalui
sistem elektronik berbasis internet. Pinjaman online terbagi menjadi dua jenis: legal dan ilegal.
Pinjaman legal terdaftar dan diawasi oleh OJK, sedangkan pinjaman ilegal tidak terdaftar dan
berisiko merugikan konsumen. OJK memiliki peran penting dalam pengawasan untuk
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melindungi konsumen dan memastikan penyedia pinjaman mematuhi standar operasional.
Pengguna pinjaman online terdiri dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman, dengan
masing-masing memiliki kewajiban dan hak sesuai perjanjian.

Namun, meski memberikan kemudahan layanan Peer to Peer Lending dapat
menimbulkan dampak negatif, seperti penyalahgunaan data pribadi, yang dapat menyebabkan
penipuan atau tindak kriminal. Terkait hal ini, tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan
data pribadi dapat dibagi antara pertanggungjawaban perdata dan pidana. Dalam hal perbuatan
melawan hukum, misalnya pengajuan pinjaman menggunakan akun orang lain tanpa izin,
pelaku bisa dikenakan tanggung jawab berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHPerdata. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi
juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-undang Perlindungan Data
Pribadi.

Sebagai tambahan, baik pelaku pinjaman online maupun pemilik akun yang datanya
disalahgunakan memiliki tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Hal ini tercermin dalam
Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas
kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya atau kelalaiannya. Oleh karena itu, dalam konteks
pinjaman online, baik penyedia layanan maupun pengguna harus memperhatikan aturan hukum
yang berlaku untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan pihak lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban perdata atas kewajiban kredit pinjaman online yang
diajukan menggunakan akun orang lain secara ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu pihak yang digunakan akunnya
dan mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku yang
menggunakan akun orang tersebut secara ilegal, hal ini berdasar pada Pasal 26 Ayat (2) dan
Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, serta Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, berdasarkan Pasal 1366 dan 1367
KUHPerdata kewajiban pembayaran kredit juga di bebankan pada pemilik akun sehingga tidak
hanya pelaku yang langsung terlibat, tetapi juga pihak yang secara tidak langsung terpengaruh
akibat kelalaian atau penyalahgunaan data pribadi. Dan terdapat sanksi administrasi dengan
denda maksimum mencapai 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan yang terkait
dengan pelanggaran tersebut. Pengendali data pribadi bertanggung jawab atas penyebaran data
yang mereka kelola, hal ini1 berdasar pada Pasal 27 dan Pasal 47 Undang-undang No. 27 Tahun
2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Saran

Hendaknya masyarakat lebih memahami tentang hak-hak mereka dalam transaksi
elektronik, khususnya dalam layanan pinjaman online, agar dapat melindungi diri dari potensi
penyalahgunaan serta berhati-hati dalam memberikan data pribadi di platform digital dan
apabila ada yang merasa dirugikan segera melapor kepada pihak berwenang, seperti kepolisian
atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mendapatkan perlindungan dan tindakan hukum
yang sesuai.
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Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi

D. Internet
https://www.kompas.id/baca/metro/2024/07/08/26-jadi-korban-pencurian-data-pribadi-
untuk-pinjol diakses pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 11.01
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